LEMBARA AN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS
SERI D NOMOR 5 TAHUN 1988

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1987
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILA_
YAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAK-
YAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pe-
nyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasilguna sesuai de-
ngan perkembangan pemerintahan, maka dipan-
dang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2
Tahun 1979 yang telah diubah pertama kali de-
ngan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Susunan"Organlsasl dan Tata Kerja Se-
kretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 1986 tanggal 12 April
1986 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat | Jawa Tengah Nomor : 061/20180, tanggal
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Mengingat :

1.

w
6 Agustus 1987 telah ditetapkan jumlah Assis-
ten Sekretarlat Wilayah/Deerah Kabupaten Da-
erah Tingkat [l Banyumas sebanyak 2 (dua)
orang Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka perlu menetapkan kembali Susunan Orga-
nisasl dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Dae-
rah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas
dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisa-
si dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Ting-
kat Il dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah Tingkat II ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Ta
hun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pem-
bentukan Lembaga Assisten Sekretaris .
Wilayah/Daerah Tingkat 1l dan Assisten Sekre-
taris Kotamadya Daerah Tingkat II :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Ta

hun 1986 tentang Pembentukan Assisten Sekre-

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

o O
taris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Assisten
Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat Il

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
I Banyumas.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN
. ORGANISASI DAN TATA KERjA SEKRETARI-
AT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-
MAS.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas ;
b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat Il Banyumas ;

‘ c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il
Banyumas ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwaklilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas ;
e. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas ;

f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah falah Sekretarl-
at Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-

kat 1l Banyumas ,
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g Seckretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Banyumas

BAB I
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Pasal 2

(1) Sekretariat Wilayah/Daerah adalah Unsur Staf yang langsung
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepa-
la Daerah) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah.

(2) Sekretariat Wilayah/Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris
Wilayah/Daerah

Pasal 3
Tugas Pokok Sekretaris Wilayah/Déerah adalah :

a. menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata
laksana terhadap seluruh unsur dalam Lingkungan Pemerintah
Daerah, memberikan pelayanan teknis dan administtratip ke-
pada Bupati Kepala Daerah dan Seluruh Perangkat Wilayah;

b. membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pe-

merintahan di Daerah ;
| Pasal 4

Untuk menyelenggarakén tugas-tugas pokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Wila-

yah/Daerah mempunyai fungsi :
a. Koordinasi dalam . arti mengatur dan membina kerja sama,

mengintegrasikan dan mesinkronisasikan seluruh administrasi,
termasuk mengkoordinasikan penyusunan Peraturan-peraturan

Daerah.
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b. Pelayanan dalam arti memberikan pelayanan teknis dan ad-
ministratip bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan

Pemerintahan dan seluruh perangkat yang bersangkutan.

perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, menyusun

program dan menilai pelaksanaan rencana berdasarkan kebi-
jaksanaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha
membina dan mengelola kepegawaian, mengelola keuangan dan

perbekalan serta mengadakan hubungan dengan lembaga res-
mi dan masyarakat ;

e. pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti melakukan

penelitian dan pengembangan dalam rangka pembinaan dan
memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaannya.
pembinaan keamanan dan ketertiban dalam artli memelihara
dan membina keamanan serta ketertiban ke dalam.
Pasal 5
Secat:a hirarkhis Sekretariat Wilayah/Daerah terdirl darl Assisten
Sekretaris Wilayah/Daerah, Bagian-bagian dan Sub-sub Baglan.
Pasal 6

Assisten Sekretarls Wilayah/Daerah sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 5 Peraturan Daerah Ini adalah :

a. Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang Pemerintahan,
Ekonomi dan Pembangunan ( Assisten | Sekretaris Wilayah/Dae-
rah ) ;

b. Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang Umum dan Kesejah
teraan Rakyat ( Assisten II Sekretaris Wilayah/Daerah ) ;

Pasal 7
Bagian-bagian sebaéalmana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan
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Daerah ini adalah :
a. Bagian Pemerintahan
b. Baglan Hukum dan Organisasi & Tatalaksana
¢. Bagian Perckonomian ;|
d. Baglan Pembangunan ;
e. Baglan Kepegawaian ;
f. Bagian Keuangan |
g. Bagian Umum ;
h. Bagian Hubungan Masyarakat :
i. Bagian Kesejahteraan Rakyat,

Bagian Kedua
Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah
Pasal 8
Tugas Pokok Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah adalah memban-
tu sekretaris Wilayah/Daerah dalam melaksanakan tugas pokok

Pemerintahan Wilayah/Daerah dalam bidang yang menjadi tang-
gung jawabnya.

Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pa-
sal 8 Peraturan Daerah ini, Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah
mempunyai fungsi mengkoordinasikan, merencanakan, membina,
membimbing dan mengendalikan serta mengadakan evaluasi atas
kegiatan Bagian-bagian dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya

dan melakukan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya.

Pasal 10
(1) Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah bidang Pemerintahan, Eko-

nomi dan Pembangunan ( Assisten | Sekretaris Wilayah/Daerah
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membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisa
si & Tatalaksana, Bagilan Perekonomian dan Bagian Pemba-
ngunan.

(2) Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah bidang Umum dan Kese-
jahteraan Rakyat ( Assisten II Sekretaris Wilayah/Daerah )
membawahi Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian
Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Kesejahtera-
an Rakyat.

Bagian Ketiga
Bagian Pemerintahan
Pasal 11
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang Pemerintahan,
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa-

sal 11 Peraturan Daerah ini, Bagian Pemerintahan mempunyal

fungsi :

a. melakukan persiapan segala sesuatu untuk menyelesaikan ma-
salah dibidang ketataprajaan, pengembangan perkotaan, peme-
rintahan desa dan kependudukan ;

b. melakukan kegiatan di bidang ketataprajaan, pengembangan
perkotaan, pemerintahan desa, kependudukan dan ketertiban.

c. menyelenggarakan tata usaha Bagian,

Pasal 13

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub bagian Tata Praja ;

b. Sub Bagian Pengembanan Perkotaan ;

c. Sub Bagian Pemerintahan Desa ;

d. Sub Bagian Kependudukan ;
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. B

Sub Bagian Ketertiban.
Pasal 14

Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas .

a.

C.

€.

menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan mengevaluas;
laporan-laporan tentang pemerintahan dari Kepala Pemern.
tahan Wilayah Kecamatan ;

mempersiapkaﬁ pengangkatan dan pemberhentian Anggota dan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

mempersiapkan segala bahan yang berhubungan dengan penca-
lonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupat)
Kepala Daerah, Pembantu Bupati Kepala Daerah, Sekretaris
Wilayah/Daerah serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Wilayah Kecamatan ;

mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan batas,
perubahan nama wilayah/Daerah, pembantu Wialayah, Bupati
Kepala Daerah dan Wilayah Kecamatan serta pemindahan
atau perubahan nama Ibukota Wilayah/Daerah dan Wilayah
Kecamatan ;

mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan Pe-
merintahan di Wilayah Kecamatan ;

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemilihan

umum menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Sub Bagian Pengembangan Perkotaan mempunyal tugas

a.

b-

mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data pe-

ngembangan perkotaan ;
memelihara dan menvajikan dokumentasi. intormas) pengem

bangan perkotaan .
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c. merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan
pengembangan perkotaan ; .

d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk perkembangan per-

kotaan ;

e. menyelenggarakan kerja sama antar kota ;

f. menyelnggarakan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;

g. menyelenggarakan perumusan naskah laporan.

Pasal 16

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang penggabungan, pe
mekaran dan penghapusan Desa ;

b. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan, peng-
angkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa
serta mengawasi pelaksanaannya.

C. mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan
dan pengamanan pemerintah Desa ;

d. mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penghasilan Desa
dan penggunaannya serta pemeliharaan harta benda kekayaan
Desa ;

Pasal 17

Sub Bagian Kependudukan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pendaftaran penduduk termasuk orang asing

b. menyusun petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan pembuatan
akte perkawinan, akte pengenal- “dan lain-lain akte sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. merencanakan segala kegiatan untuk memperlancar pelaksana-
an transmigrasi lokal maupun nasional ;

d. membina kegiatan yang bersangkutan dengan masalah ketena- .
ga kerjaan dan perburuhan di Daerah ;
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e. memperlancar segala kegaitan pelaksanaan Keluarga Berenca-

na.
Pasal 18

Sub Bagian Ketertiban mempunyai tugas :

a. mengikuti, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganali-
sa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut
ketentraman dan ketertiban umum ;

b. menyusun petunjuk-petunjuk pengamanan pelaksanaan Peratu-
ran Daerah dan Peraturan perundangan-undangan lainnya serta
mengadakan hubungan dengan Instansi lain dalam rangka inten
sifikasi penyidikan terhadap pelanggaran peratuaran Daerah
dan peraturan perundangan-undangan lainnya ;

c. turut merencanakan penyelesaian perselisihan perburuhan ;
memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan Legalitas
dan pemberian izin yang menyangkut ketertiban umum ;

e. mempersiapkan rencana pendaya gunaan dan pembinaan Polisi
Pamong Praja. _

Bagian Keempat
Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana
Pasal 19
Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah
dalam bidang hukum dan Organisasi & Tatalaksana.
, Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum dan Organisasi &

Tatalaksanan mempunyai fungsi :
a. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan meneliti pro
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a.

C.

a.

sl s
duk-produk hukum lainnya ;

memberikan bantuan hukum didalam dan diluar Pengadilan
mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;

mengolah dan mempersiapkan perizinan yang menjadi wewe-
nang Daerah ;

melakukan penelitian dan pengembangan organisasi dan keta-
talaksanaan ;

melaksanakan kegiatan perpustakaan ;
menyelenggarakan tata usaha Bagian.
Pasal 21
Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana terdiri dari:
Sub Bagian Perundangan-undangan ;
Sub Bagian Tata Hukum ;
Sub. Bagian Organisasi dan Tatalaksanan ;
Sub Bagian Perpustakaan.
Pasal 22
Sub Bagian Perundang-undangan mempunyal tugas :
mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan hukum
yang menyangkut tugas Pemerintahan Daerah pada khususnya
mengadakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hu-
kum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ;

mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan menelitl pro
duk-produk hukum lainnya ;

menerbitkan Lembaran Daerah.
Pasal 23
Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :
menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut
bidang tugas Pemerintahan Daerah ;
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b. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Qs

kepada pegawal dalam lingkungan pemerintahan di daerah

yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan.

Pasal 24

Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas
mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data yang
diperlukan ;
mempelajari, menganalisa, menilai dan mengajukan saran per-
baikan tentang perumusan tujuan sasaran, fungsi dan susunan
organisasi semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerin-
tahan Daerah ;
menganalisa, menilai dan merumuskan penetapan ukuran, jenis
dan kwalitas sarana kerja bagi semua satuan organisasi dalam
lingkungan Pemerintah’ Daerah
mempelajari, menganalaisa, menilai dan mengajukan saran per
baikan sistim, tatacara, metode, beban kerja dan ukuran ker-
ja
menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyediaan

data.

Pasal 25
Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

merencanakan keperluan perpustakaan ;
memelihara buku dan alat-alat perpustakaan lainnya serta

menyelenggarakan administrasinya ;

mengatur peminjaman buku-buku.
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Bagian Kelima
Bagian- Perekonomian
Pasal 26
Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas sekretariat Wilayah/Daerah di bidang Perekonomian.

Pasal 27

‘Untuk menyelenggarakan- tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 'Peraturan Daerah ini, Bagian Perekonomian mempunyai
fungsi :

a. ‘membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian ma-
syarakat, prasarana perekonomian masyarakat, perusahaan Da-
erah, Perbankan Daerah/Lembaga perkreditan Daerah ;

b. mengembangkan dan mengelola lalu-lintas komoditi dan trayek
trayek transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku ;

g.._menyelgnggaralg.an tata usaha Bagian ;

d. membina dan mengembangkan Pariwisata Daerah.,

Pasall28
Bagian Perekonomian terdiri darl :
a. .Sub Bagaian Pembinaan Perekonomian Rakyat ;
Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat ;
c.' Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Da-
.erah ;

- d. Sub Bagian Pembinaan Pariwisata Dacrah.

Pasal 29
Sub DBagian Pembinaan Perekonomian Rakvat mompunsa

tugas :
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a.
b

c.

s A

mendorong budi daya, perkembangan perekonomian rakyart ;

mendorong peningkatan pengolahan, hasil perekonomian dan

kegiatan perindustrian rakyat ;

mendorong pembinaan tataniaga produksi rakyat ;

menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyediaan

data.

Pasal 30

Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Raxvat

mempunyai tugas :

a.
b.

C.

mengatur trayek-trayek transportasi ;

mengusahakan kelancaran lalulintas komoditi ;

membina peningkatan sarana dan prasarana perekonomian rak-
yat.

Pasal 31

Sub-Bagian Pemibinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan

mempunyai tuges :

a.

b.

a.

mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data Pe-
rusahaan Daerah dan Perbankan Daerah ;

merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan untuk
pembinaan Perusahaan Daerah, Perbankan Daerah dan Lemba-
ga Perkreditan Daerah ;

mengikuti kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah, Perbankan
Daerah dan Lembaga Perkreditan Daerah.

Pasal 32
Sub Bagian Pembinaan Pariwisata Dacrah mempunyal tug.
mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data Ko

pariwisataan di Daerah :
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b. membina, mendorong dan mengembangkan Kepariwisataan Da-
erah ;

¢. mengikuti kegitan-kegiatan Kepariwisataan di Daerah.

Bagian Keenam
Bagian Pembangunan
Pasal 33

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dibidang pembangunan yang di-

biayai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan

Pembangunan dan Dana-dana Pembangunan lain dari Daerah Ting

kat | Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa-

sal 33 Peraturan Daerah ini, Bagian Pembangunan mempunyai

fungsi :

a. mengumpulkan, memelihara dan mengolah data-data serta me-
nyajikan dokumentasi informasi ;

b. melakukan koordinasi penyusunan program tahunan Pembangun
an Daerah dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah dan
Satuan Organisasi lain yang ditugaskan kepadanya ;

c. mengadakan pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangun
an Daerah yang dibiayai dengan anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah, Bantuan Pembangunan dan Dana-'dana Pemba-

ngunan lain dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Pe-
merintah Pusat :

d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
Pembangunan Daerah ;

e. menyelenggarakan tata usaha Bagian.
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Pasal 35
‘Baglan Pembangunan terdiri dari :
a. Sub Baglan Penyusunan Pelaksanaan Program ;
b. Sub Baglan Pengendalian Pelaksanaan Program ;

¢. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 36

Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunvai tugas:

mengumpulkan, menganalisa dan mengolah bahan-bahan untuk pe-
nyusunan program Pembangunan Daerah yang diajukan oleh bagi-
an-bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah dan Satuan Organisa-
si lain yang ditugaskan kepadanya, yang dibiayai oleh anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan Daerah Tingkat | Jawa
Tengah dan bantuan Pemerintah Pusat dalam rangka koordinasi

penyusunan program( program Pembangunan Daerah,

Pasal 37
Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program mempunyai tugas:
a. menyiapkan pedoman dan memberi petunjuk cara pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah, bantuan Pembangunan dan Dana-dana Pemba-
ngunan lain dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerin-
tah Pusat ;
b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan;
1 yang' dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah, bantuan Pembangunan dan Dana-dana Pembangunan lain
dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat ser

ta menyiapkan saran penyempurnaan.
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Pasal 38
Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pem-
bangunan ;

b. menyusun bahan laporan pelaksanaan program Pembangunan
Daerah ;

C. menyelenggarakan, mengisi dan memelihara Riptaloka.

Bagian Ketujuh
Bagian Kepegawaian
Pasal 39
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tu-

gas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang Kepegawaian.

Pasal 40
Untuk menyelengarakan tugas sebégaimana dimaksud dalam pa-
sal 39 Peraturan Daerah ini, Bagian Kepegawaian, mempunyai
Fungsi :
a. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dalam bidang Ke
pegawaian ; |
b. melaksanakan Administrasi Kepegawaian ;
merencanakan dan melakukan kegiatan untuk peningkatan ke-
sejahteraan pegawai ;
d. melakukan pembinaan karier pegawai ;
e. melakukan segala sesuatu yang menyangkut kedudukan hukum
pegawai ;
f. melakukan administrasi pensiun ;

8. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 41

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

a.
b.

C.

a.

C.

a.

- 18 -
Pasal 41
Bagian Kepegawaian terdiri dari :
Sub Bagian Umum Kepegawaian ;
Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai ;
Sub Bagian Mutasi Pegawai ;
Sub Bagian Pensiun,

Pasal 42

Sub Bagian Umum Kepegawéian memppunvai tugas :
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dalam
bidang Kkepegawaian ;
menyelenggarakan segaala sesuatu mengenai kedudukan hukum
pegawai ;
merencanakan dan mengurus kegiatan untuk meningkatkan ke-
sejahteraan. pegawai, menyelenggarakan balai pengobatan, pe-
rumahan dan sebagainya ;
menyelenggarakan perumusan naskah laporan dan penyediaan
data.

Pasal 43
Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan
kepegawaian ;
merencanakan susunan kepegawaian ( formasi )
mempersiapkan segala kegiatan yang berhubungan dengan pem
berian penghargaan dan tanda jasa terhadap pegawai ;

merencanakan pendidikan pegawai dan ujian dinas,

Pasal 44
Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas :

melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian baik Pega-
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wai Pusat maupun Pegawai Daerah ;

menyusun daftar urut kepangkatan baik Pegawai Pusat mau-
pun Pegawai Daerah sekali satu tahun ;

memelihara daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( condui-
te staat )

mempersiapkan data kepegawaian Pusat dan Daerah.

Pasal 45
Sub Bagian Pensiun mempunyai tugas :
menyelesaikan administrasi pensiun ;
merencanakan dan mempersiapkan Surat Keputusan Pensiun;
melaksanakan dan menyelesaikan pendaftaran istri-istri/anak-

anak sebagai yang berhak menerima pensiun Janda/Duda.

Bagian Kedelapan
Bagian Keuangan
Pasal 46

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang Keuangan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pa-

sal 46 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyal fung-

si:

a,

mempersiapkan bahan untuk menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

mengelola Administrasi keuangan Daerah ;

mengadakan penilaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam bidang Keua-
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angan Daerah ;
merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah
dalam bidang Keuangan Daerah ;
Turut serta merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ke-
tentuan untuk peningkatan pendapatan Daerah ;
menyelenggarakan tata usaha keuangan.
Pasal 48
Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran ;

C.

a.

C.

€.

a.

b.

Sub Bagian Pembukuan ;
Sub Bagian Perbendaharaan ;
Sub Bagian Pembinaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
‘ Pasal 49
Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :
mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
memberikan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
menyiapkan Surat Keputusan Otorisasi ;
menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang penggu-
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
mempersiapkan Perhitungan Anggaran.
Pasal 50
Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas :
mengelola tata pem‘bukuan mengenai penerimaan-penerimaan
pengeluarn menurut tujuan ;
memeriksa dan meneliti realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;
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menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang pengguna
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mempersiapkan
perhitungan Anggaran.
Pasal 51
Sub Bagian Perbendaharan mempunyai tugas :
menerbitkan surat perintah penagihan ;
menguji kebenaran penagihan ;
menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang atau Keputusan
otorisasi ;
memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyele-
saian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi.
Pasal 52

Sub Bagian Pembinaan sumber-sumber Pendapatan Daerah

mempunyai tugas :

a.

b.

e.

merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber
Pendapatan Daerah ;

merumuskan petunjuk-petunjuk tentang peningkatan dan Pem-
binaan Pendapatan Daerah ;

turut serta menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis tentang pe-
laksanaan peningkatan sumber Pendapatan Daerah ;

Secara hirarkhis membina Unit Organisasi yang ada hubungan-
nya dengan pemasukan keuangan Daerah ;

turut merumuskan Peraturan Daerah tentang peningkatan Sum-
ber Pendapatan daerah ; |

menerima, mensistimatisasikan dan menganalisa laporan-lapo-
ran tentang Pendapatan Daerah ;

mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan Pendapatan Daerah.
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Bagian Kesembilan
Bagian Umum
Pasal 53
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Se-
kretariat Wilayah/Daerah dalam bidang Umum.
Pasal 54
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum mempunyai Fungsi
a. melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipan ;
b. melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Wilayah/Dae-
rah ;
c. melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan kedalam terha-
dap personal, material dan informasi ;.
d. mengatur dan mempertimbangkan perizinan penggunaan milik
daerah ;
e. melakukan urusan protokol dan perjalanan Dinas ;
f, menyelenggarakan tata usaha Bagian.
Pasal 55
Bagian Umum terdiri dari :
Sub Bagian Tata Usaha ;
Sub Bagian Rumah tangga ;

Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi ;

Sub Bagian Protokol ;

® & 0 g B

Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan,
Pasal 56
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menerima, mengagendakan, mengetik, menggandakan dan

mengirim surat-surat ;
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b. menyelenggarakan dan membina kearsipan.
Pasal 57
Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi harta benda
Sekretariat Wilayah/Daerah ;

b. mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang-
barang keperluan Pemerintah Daerah ;

‘'c. mengurus keperluan rumah jabatan Bupati Kepala Daerah dan
rumah jabatan lainnya :

d.

mengurus penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Sekre
tariat Wilayah/Daerah ;

e. menyediakan tempat dan keperluan rapat dan pertemuan dinas

lainnya ;

f. menyelenggarakan pengamanan fisik kantor Bupati Kepala Da-
erah ;

g. mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor dan peka-
rangan ;
Pasal 58
Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi mempu-
nyai tugas :
a. menyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan informasi
personal dan material ;

b. merencanakan kegiatan-kegiatan tentang pengamanan informa-
masi, personal dan material ;

c. mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan be-
rita-berita lainnya ;

d. membina, mengembangkan dan memelihara alat-alat sandi dan
telekomunikasi ;
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e. mengatur jaringan hubungan komunikasi.

Pasal 59
Sub Baglan Protokol mempunyal tugas :

a. mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan Pemerintah
Daerah ;

b. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah
Upacara-upacara Pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan-
pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Da- ‘
erah ; :

c. mengurus perjalanan dinas.

Pasal 60
Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan mempunyal
tugas :

a. mengikuti perkembangan dan pengumpulan informasi harga ser

ta menilai mutu perbekalan dan peralatan yang diperlukan Pe
merintah Daerah ; .

b.! menyelenggarakan tender ;

c. menyelenggarakan pembelian perbekalan dan peralatan yang
diperlukan ;

d. menyelenggarakan administrasi penerimaan dan pengeluaran
* perbekalan dan peralatan ;

e. mengatur, menyimpan dan menyelenggarakan pemeliharaan
pengamanan barang-barang dalam gudang ;

f. mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk-petunjuk
teknis pemeliharaan barang-barang serta mengikuti perkem-
bangan pelaksanaan ;

g. memelihara perumahan dinas.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

-25-
Bagian Kesepuluh
Baglan Hubungan Masyarakat
Pasal 61
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tu-
gas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam Bidang Hubungan Masyara-
kat.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 61

Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai

fungsi :

a. melaksanakan hubungan timbal balik antara lembaga Pemerin-
tah dengan non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan
masyarakat tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan Pe-
merintah Pusat dan Daerah melalui berbagai media, dalam
rar.1gka tukar menukar informasi ;

b. melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi di lingkung-
an Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan pe-
nerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pu-
sat dan Daerah ;

c.. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh
pengertian dan keyakinan serta partisapasi masyarakat terha-
dap kebijaksanaan dan kegiatan pemerintah Pusat dan Daerah;

d. melaksanakan monitoring dan dokumentasi peristiwa dan pem-
beritaan, penerbitan serta melaksanakan penyebar luasan ba-
han-bahan informasi mengenai tugas dan fungsi Bupati Kepala
Daera_h ¢

e. mengolah informasi serta mengadakan komukasi dalam lingku-
ngan Pemerintah Daerah ;

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

- 26 -

f. menjadi juru bicara Pemerintah Daerah sesuai dengan petun-
juk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

g. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 63

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;

b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;

c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 64
Sub Bagian Pengumpdlan dan Penyaringan Informasi mempu-
nyai tugas :

a. mencari, mengumpulkan informasi yang berasal dari Mass Me-
dia, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah ma-
upun lembaga-lembaga lainnya ;

b. menyeleksi, menganalisa, mengolah dan melakukan pembinaan

informasi baik yang berasal dari mass Media, masyarakat, lem
baga-lembaga pemerintah di daerah maupun lembaga-lembaga
lain ;

Cc. merumuskan mensistematisasikan dan menyajikan Informasi
kepada pimpinan.

Pasal 65
Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyal tugas:

a. memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan, bailk
kepada internal publik maupun eksternal publik ;

b. menyajikan pemberitaan segala kegiatan Pemerintah Daerah
baik eksekutip maupun legislatip, Dinas-dinas Daerah dan
lembaga-lembaga/Instansi yang berada dalam lingkungan Pe-
merintah Daerah, lewat Media Komunikasi baik Pers, Radio
maupun Televisi ;
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melakukan pembinaan terhadap peranan dan fungsi Pers, Ra-
dio, Televisi dan Film di Daerah.

Pasal 66
~Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

a. melakukan penerbitan-penerbitan berkala, brosur dan buku-bu-

C.

ku mengenai peristiwa, pemberitaan dan kegiatan Daerah ;
mendistribusikan serta menyebarluaskan hasil-hasil penerbitan.

c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan infor-
masi dan Dokumentasi ;

Bagian Kesebelas
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 67
Bagian Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksana-
kan sebagian tugas Sekretaris Wilayah/Daerah dalam bidang ke-
sejghteraan rakyat.
Pasal 68
Untuk menyelenggarakan tugas melaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Daerah ini, Bagian Kesejah-
teraan Rakyat mempunyai fungsi :
B, merumuskan rencana, mengarahkan dan mengkoordinasikan ke-
giatan-kegiatan peningkatan kesejahtcraan rakyat ;
mengatur perizinan usaha sosial sesual dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku ;
c. menyelenggarakan tata usaha Bagian.
Pasal 69
Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
a. Sub Bagian Sosial
b. Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan ;
-
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Sub Bagian Kesehatan Masyarakat.
Pasal 70

Sub Bagian Sosial mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data
yang berhubungan dengan penderita cacat, tuna karya, tuna
wisma, panti asuhan, korban bencana dan lain-lain ;
b. mempersiapkan dan mempertimbangkan pemberian izin terha-
dap kegiatan-kegiatan Sosial, yang berhubungan dengan per- ‘
tunjukan-pertunjukan, undian, pasar malam dan lain-lain ; q
C. merencanakan, mengatur dan mengkoordinir bantuan kepada :
Badan-badan Sosial dan korban bencana alam ;
d. mengkoordinasikan perencanaan dalam pembangunan peruma-
han rakyat.
Pasal 71
Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
tugas :
a. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data da-

lam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan ;

b. merencanakan pemberian bantuan terhadap kegaitan masyara-

kat di bidang keagamaan ;

c.mengkoordinasikan perencanaan kegiatan-kegiatan untuk memu-

puk kepercayaan rakyat dalam bidang keagamaan dan keper-
cayaan masing-masing ;

merencanakan kegiatan peningkatan kerukunan hidup umat
beragama ;

membantu instansi yang bertugas dalam bidang urusan haji
merencanakan pemberian bantuan terhadap kegiatan masyara-

kat dalam &bidang pendidikan dan kebudavaan ;
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merencanakan kegaitan-kegiatan untuk meningkatkan keolah-
ragaan, kepramukaan dan kepemudaan.

Pasal 72
Sub Bagian Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data da-
lam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat ;

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ke-

bersihan dan kesehatan masyarakat ;

merencanakan peningkatan sarana kesehatan dan mengkoordi-

"nasikan pemberantasan penyakit menular, pengawasan rumah

sakit, perusahaan obat-obatan dan lain-lain ;
mengkoordinasikan pelaksanaan dibidang keluarga berencana,

peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

Bagian keduabelas
Tata kerja
Pasal 73

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Wilayah/Daerah, pa-

ra assisten Sekretaris Wilayah/Daerah, Kepala Bagian Sub Ba-
gian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

secara vertikal dan horizontal,

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretari-

at Wilaya/Daerah bertanggung jawab kepada pemimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi -
kan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.

Pasal 74

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi

petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
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masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
(2) setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisa-
sl dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan pe-

nyusunan lebih ‘lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan,

Pasal 75

Para Kepala sub bagian menyampaikan laporan pada waktunya
kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para
Kepala bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan
untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada assisten Sekreta-
ris Wilayah/Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan selanjutnya
Assiaten Sekretaris Wilayah/Daerah menampung laporan Kepala
Bagian tersebut dan menyusun laporan berkala Sekretaris Wila-
yah/Daerah.

Pasal 76
Setiap kali menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan la-
poran disampaikan pula kepada satuan pimpinan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 77
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, mengadakan

rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masning.

Pasal 78
Kepala bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya
taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Kepala Daerah sedangkan teknis Administrasi secara hirar
khis bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah.
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Pasal 79

Kepala Sub Bagian Pengamanan, sandi dan telekomukasi dalam
menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah dan ber-

tanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah, sedang teknis

administrasi berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Umum.
BAB 11
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi
Pasal 80 [

'(l) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur
staf yang membantu pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Dae-
rah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh
seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 81

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas

melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggara-

kan sidang-sidang, pengurusan rumah tangga dan keuangan Dewan

Perwakilan Rakvat Daerah.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pa-

sal 81 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rak-

yat Daerah mempunyai fungsi :

a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, me-

ngintregrasikan dalam mensinkronisasikan seluruh penyelengga-

raan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae:rah
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c.

c.

-9~ .
perencanaan' dalam ‘arti ‘mempersiapkan rencana, mengolah,
menelaah dan mengkoordinasikan - perumusan kebijaksanaan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usa-
ha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan
dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-
rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina
keamanan serta ketertiban kedalam.

Pasal 83

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum ;

b.

C.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah ;
Sub Bagian Keuangan.

Pasal 84

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a,

C.

e.

mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah ;

mempersiapkan rencana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggo-
ta-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

‘r_nengtjrus rumah tangga, rumah jabatan dan gedung-gedung
Dewap _F"erwakilan Rakyat Daerah ;

méngu.rus kendaraan-kendaraan dinas dan barang-barang lainnya
dan menyelenggarakan keamanan pada Kantor Dewan Perwa-
_kilaln Rakya_t_Daerah -

melaksanaka'n_ pekerjaan surat menyurat yang diperlukan oleh
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<33 -
Dewan Perwkilan Rakyat Daerah,

Pasal 85
Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

Q. mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, baik soal administrasi maupun ta-
ta tempat ;

mempersiapkan tamu-tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rak-

yat Daerah ;

C. menyelenggarakan pembuatan dokumentasi, Risalah rapat-ra-
pat yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pasal 86

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. merencanakan Anggaran pengeluaran dan mengurus Keuangan
untuk keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Se-
kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

b. menyusun laporan keuangan yang menjadi tugas Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Tata kerja

Pasal 87
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan teknis administratip mengikut petunjuk dan

dibina oleh Sekretaris Wilayah/Daerah,

Pasal 88
t1) dJalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan para Kepala Sub Bagian menerapkan prin-

sip koordinasi, intregasi dan sinkronisasi.
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- 34 -
Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekreta-
riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksa-

naan tugasnya.
Pasal 89
(1) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan yang ber-
kala pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petun-

juk-petunjuk kepada bawahan.

BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 90
Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian dia-

tur kemudian sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang

berlaku.
Pasal 91

Bagan susunan organisasi sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekre-
tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud

dalamilampiran ;,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Per

aturan Daerah ini.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 92
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1979
yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1983 dinya-
takan tidak berlaku lagi.

Pasal 93
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di-

atur kemudian, oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
Purwokerto, 3 Desember 1987

: BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il
BANYUMAS

ttd.

ROED]JITO.
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- 36 -
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS
KETUA,

ted.

Drs. H. MOCH. ISKAK

Peraturan daerah Ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni
1988 Nomor 188.3/110/1980.
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
BIDANG 1

ttd.

Drs. SOENARTED]JO
NIP. : 010 021 090

Diundang pada tanggal 3 Agustus 1988 dan dimuat dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II banyumas Seri D No-

mor 5 Tahun 1988.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. H.SOEMADI
NIP. : 010 036 804
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PENTTTL 38 A ™
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
BANYUMAS NOMOR :7 TAHUN 1987
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WI-
LAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BA
NYUMAS

. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 47 ayat (2) menyata-
kan bahwa Pembentukan susunan Organisasi dan Formasi sekre-
ta‘riat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai de-
nganngan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Demikian juga halnya untuk sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yaitu yang tertuang dalam pasal 36 ayat (2) da-
lam pasal- 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 se-
lanjutnya menyatakan bahwa sekretariat Daerah adalah sekreta-
riat Wilayah, maka dengan demikian antara sekretariat daerah
dan Sekretariat Wilavah terdapat Unifikasi Struktural.
Oleh karena itu penyebutanya adalah .
a.l. Untuk Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Wilayah/Da-
erah,

a.l. Untuk Sekretariat Kotamadva adalabh Sekretarniat Kotamadya

Daerah.
Sebagal pelaksanuan pasal 36 17 dan 34 U ndang undang
Nomor 3 lahun 18974 ceqab hrkeluarsar Keputusan Mentert Da-

lam  Negert Nomar 130 tahun 1978 lentang Pedoman Susunan
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Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wialayah/Daerah Tingkat
II, Sekretariat Kotamadya.Daerah Tingkat I dan Sekretariat De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il sebagai perubahan ter
hadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1973
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja sekretariat
Daerah Tingkat II.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 tahun 1978 tersebut ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas Nomor 2 Tahun 1979 ten
tang susunan Organisasi dan Tatakerja sekretariat Wilayah/Dae-
rah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas yang pelaksanaannya telah menga-
lami perubahan dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tal.n 1983.

Dalam Sususnan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Ting
kat II tersebut ditetapkan adanya Lembaga Assisten Sekretaris
atau Wilayah/Daerah yang terdiri dari atas 3 (tiga) Assisten Se-
kretaris Wilayah/Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 24
Tahun 1986 tentang Pembentukan Assisten sekretaris Wilayah/Da
erah Tingkat II dan Assisten sekretaris Kotamadya Daerah Ting-
kat II ditetapkan bahwa Lembaga sassisten Sekretaris Wilayah/Da
erah tingkat II Banyum.;:as Eftetz;pkan sebanyak 2 (dua) Assisten
Sekretaris Wilayah/Daerah.

Dengan diubahnya jumlah Assisten sekretaris Wilayah/Dae-
rah Tingkat Il Banyumas menjadi 2 (dua) Assisten Sekretaris Wi-
layah/Daerah diubah pula tata urutan Bagian yang menjadi bawah
annya. Demikian juga pasal-pasal peraturan Daerahnya, apa lagi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1979 telah mengalami peruba-

han, sehingga untuk mempermudah pelaksanaannya tidak melak-
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sanakan perubahan kembali atas peraturan Daerah Nomor 2 Ta-
hun 1979 tersebut.

Selanjutnya guna meningkatkan kelancaran tugas-tugas Pe-
merintah dan Pembangunan sehingga lebih berdaya guna dan ber-
hasil guna sesuali dengan surat Qubernur Kepala Daerah Tingkat
1 Jawa Tengah Nomor 061/20180, tanggal 6 Agustus 1987 dipan-
dang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat Il Banyumas tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan sekretariat Dewan Perwa-
kilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 43 : cukup jelas.
Pasal 44 : a. Yang dimaksud dengan administrasi kepegawai-
i;l—ah ;mengenai pengangkatan, kenaikan pang
](ai; kenaikan gaji, pemindahan, pemberhenti-
an, pemberhentian sementara, pensiun, cuti,
tugas belajar, hukuman jabatan dan lain-lain.
b. Yang dimaksud dengan Pegawai Pusat adalah
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diper-
bantukan Kepada Daerah.

Pasal 45 s/d 51 : Cukup Jelas.

Pasal 52 : Yang dimaksud dengan Sumber Pendapatan Dae-
rah ialah semua Pendapatan Asli Daerah yang
sudah berjalan maupun sumber-sumber lain yang
mungkin dapat digali.

Pasal 53 s/d 61 : Cukup Jelas

Pasal 62 : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena jaba-
tannya bertindak sebagai juru bicara Pemerintah
Daerah.

Pasal 63 s/d 94 : Cukup Jelas.
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SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR :188.3/110/1988

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WI-
LAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-

MAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Membaca ; 8. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Banyu-
mas tanggal 23 Maret 1988 Nomor 188.3/716
perihal permohonan pengesahan Peraturan Da-
erah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I banyumas Nomor 7 Tahun 1987 tentang Su-
sunan Organisasl dan Tata Kerja Sekretariat
Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas.

Menimbang Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah yang dimaksud.
Mengingat . 1. Pasal 40 ayat (4) dan 5 Undang-undang No-
mor 5 Tahun 1974
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
tahun 1978
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MEMUTUSKAN

Menetapkan Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Dé
erah Tingkat 1l Banyumas Nomor 7 tahun 87
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Banyumas dengan peruba-

han sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 Juni 1988
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH
BIDANG 1

ttd. -

Drs. SOENARTED]JO
NIP. : 010 021 090

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemien Dalam Negeri di Jakarta, de-

ngan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4, Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Pur-

wokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas

di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat

I Jawa Tengah ;
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7. Kepala Biro Ortala pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat
I Jawa Tengah ;

Sesual dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

‘R. ABDOEL MOCHENI, SH,
NIP. : 500 037 588,
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LAMPIRAN : Keputusan Gubenur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Te
ngah.

Tgl. ; 2 Juni 1988
Nomor : 188.3/110/1988

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-

RAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1987 TEN-

TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETA-

RIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWA-

KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS

I. Konsiderans "Menimbang" huruf c, diubah dan dibaca sebagai
berikut :
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewah Perwa-
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas dengan Peraturan Daerah ".
2. Dasar Hukum "Mengingat" nomor 3, dihapus.
selanjutnya nomor 4, 5 dan 6 (lama) diubah menjadi nomor
3, 4 dan 5 (baru)
3. Pasal 1 huruf a, perkataan "Daerah" diantara perkataan "ia-
lah" dan "Kabupaten" dihapus.
4. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), tanda baca "titik ko-
ma" pada akhir kalimat diubah menjadi "titik",
9. Pasal 21 huruf c, perkataan "tatalaksana" ditulis Tatalaksana.
6. Pasal 87, perkataan "Sekretariat Dewan" ditulis "Sekretaris

Dewan",
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7. Pasal 90, perkataan "satuan" diubah menjadi "Susunan".

8. Pasal 91, perkataan "Lampiran Peraturan Daerah ini merupa-
kan bagian yang tidak terpisahkan" diubah menjadi "Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan".

9. Pasal 93, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Oleh
Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenal pelaksanaannya".

10. Pada alinea terakhir/penutup, perkataan "menempatkannya"

diubah menjadi "penempatannya”.

11. Pada lembar bagan Sususnan Organisasi :

a. Perkataan "LAMPIRAN" : Peraturan .......dst." pada sebelah
kiri atas ditulis "Lampiran : Peraturan ........dst" dan dile-
takkan pada sebelah kanan. atas,

b. Besar kecilnya kotak bagan disesuaikan dengan tingkat e-

selon yang bersangkutan dan agar ditandatangani oleh Bu-

pati Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas,
12. Pada Penjelasan Peraturan Daerah, perkataan "Il. PASAL DE-
MI PASAL" ditulis "PENJELASAN PASAL DEMI PASAL".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH -
BIDANG 1,

ttd.

Drs. SOENARTED]JO
Sesusai dengan aslinya NIP. : 010 021 090
Kepala Biro Hukum,

ttd.

R. ABDOEL MOCHENI, SH.
NIP. ; 500 037 588
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